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ABSTRACT 

This study is motivated by the existence of Regent Regulation Number 23 of 2022 which regulates the Online Integrated Electronic Service Information System at the Nagari level. When viewed from the development of public services in several other nagari in West Sumatra, electronic-based service systems have begun to be implemented to facilitate access and transparency of services. In contrast to Nagari Koto Rantang, in the author's observation, the implementation of this electronic service system has not yet run optimally. In the theory of siyasah, discussions and instructions are found related to a provision or policy from the government that can be realized if certain conditions are met as stated in siyasah tanfiziyah.This study employed a mixed research method (normative empirical). This research was field research with a qualitative approach. The data sources consisted of primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained through observation and interviews. Secondary data sources were written documents relevant to the research, such as journals and articles. The collected data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study can be concluded as follows: First, the implementation of Regent Regulation Number 23 of 2022 concerning the Integrated Online Electronic Service Information System in Koto Rantang Village has begun to be implemented through a program to digitize village administrative services. However, the implementation of this program has not been optimal. This is due to the lack of skills of village officials in operating the system, the unequal distribution of internet networks throughout the village, and the low level of digital literacy of the community. Second, a review of the Siyasah Tanfiziyah (Regional Government Administration System) regarding the implementation of this regulation shows the seriousness of the Koto Rantang Village government in carrying out this mandate as an effort to maintain order and public welfare in accordance with the tasks set by the government, and in line with the principles of Siyasah Tanfidzih. Although not yet optimal, the village government continues to strive to make improvements and upgrade services gradually, such as improving service quality, enhancing communication facilities, and holding digital training for youth and village officials in Koto Rantang Village.
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online di tingkat Nagari. Jika dilihat dari perkembangan pelayanan publik di beberapa nagari lain di Sumatera Barat, sistem layanan berbasis elektronik sudah mulai diterapkan untuk memudahkan akses dan transparansi pelayanan. Berbeda halnya dengan Nagari Koto Rantang yang dalam pengamatan penulis, pelaksanaan sistem layanan elektronik ini masih belum berjalan secara maksimal. Dalam teori siyasah ditemukan bahasandan petunjukterkait dengansuatu ketentuanatau  kebijakanpemerintah dapat terealisasi jikaterpenuhi syaratsyarat tertentu yg tertuang dalam siyasah tanfiziyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (normative empiris), yaitu Penelitian ini berjenis riset lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melaui observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku/jurnal. Dan artikel. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online di Nagari Koto Rantang sudah mulai diterapkan melalui program digitalisasi layanan administrasi nagari. Namun, pelaksanaan program ini belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya keterampilan aparat nagari dalam mengoperasikan sistem, belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah nagari, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Kedua, tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap implementasi peraturan ini, ada terlihat keseriusan pemerintah Nagari Koto Rantang untuk menjalankan amanat ini sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tugas tugas-tugas yang ditetapkan pemerintah, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidzih. Meskipun belum optimal, pemerintah nagari terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan layanan secara bertahap, seperti: meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan fasilitas komunikasi, serta mengadakan pelatihan digital bagi pemuda dan perangkat nagari di Nagari Koto Rantang.
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PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendorong Indonesia untuk terus melakukan perbaikan demi meningkatkan mutu di berbagai bidang. Kondisi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem pemerintahan. Castel menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan sistem manajemen serta proses kerja berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan. Teknologi berperan penting sebagai sarana untuk meningkatkan mutu layanan publik yang bersih, transparan, efektif, dan efisien demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.[footnoteRef:1] [1:  Darmawan Napitupulu, dkk, e-Goverment, Implementasi, Strategi dan INomorvasi, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2] 

Berdasarkan intruksi presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebjakan dan strategi nasional dalam pengembangan E-Government bahwa pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan publik dengan menjujung tinggi akuntabitas, Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah menjangkau dan menyerap aspirasi masyarakat. Dengan dukungan teknologi yang memadai, proses perumusan kebijakan menjadi lebih efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.[footnoteRef:2] [2:  Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-goverment] 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat (4) huruf c mengenai pelayanan publik menetapkan tahun 2014 sebagai momentum untuk mendorong inovasi dalam layanan publik. Penetapan ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan secara fokus, mendalam, dan berkelanjutan dalam menciptakan terobosan pelayanan publik di lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah. Harapannya, hal ini dapat mempercepat proses reformasi birokrasi. Damanpour menjelaskan bahwa inovasi pelayanan dapat mencakup pengembangan produk atau layanan baru, penerapan teknologi baru, inovasi dalam proses produksi, serta pembaruan dalam sistem atau struktur organisasi dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.[footnoteRef:3] [3:  Undang-Undang Nomormor 25 Tahun 2009 pasal 7 ayat 4 huruf C tentang pelayanan publik] 

Dalam peningkatan kualitas pelayananpublik, pemeritah sebaga penyelengara harusmampu memanajeen pelayananpublik agardapat memenui kepentinganmasyarakat, karena itu dengan menyediakan ruang bagi masyarakat dalam proses penerimaan pengaduan melalui pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung dapat mendorong perbaikan kualitas dari manajemen pelayanan publik yang diselenggarakan. 
Dinas kependdukan dan pencatatansipil KabupatenAgam telah megeluarkan aplikasi sileton, yaitu sistem informasi layanan terintegrasi online yang diatur juga oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan yang tetuang dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tantang sistem informasi layanan elektronik terintegrasi online.[footnoteRef:4] [4:  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Onlne] 

Pemeritah mengeluarakan aplikasi sileton  yang mana aplikasi sileton adalah sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam kepengurusan data administrasi penduduk yang mana tidak harus ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil melainkan sudah bisamelalui perangkatpemerintah daerah atauperangkat nagari di seluruh KabupatenAgam dansalah satu nagari yang memakai aplikasi sileton yaitu Nagari Koto Rantang.
Nagari Koto Rantang adalah salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Palupuh Kabupten Agam. Di Nagari Koto Rantang awal mulanya terdapat 4 jorong yaitu Jorong Batang Palupuah, Jorong Sitikai, Mudik Palupuh dan Jorong Muaro namun pada bulan juli tahun 2024 lalu Jorong Muaro telah dimekarkan menjadi 2 jorong yaitu Jorong Muaro dan juga Jorong Batu Gadang.[footnoteRef:5] Dengan adanya aplikasi sileton yang diterbitkan oleh dukcapil Kabupaten Agam berdasaran Intruksi dari Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentu akan sangat membantu pemerintah nagari dalam melayani masyarakat yang ada di Nagari Koto Rantang seperti pembuatan kartu keluarga, perubahan kartu keluarga, pengurusan identitas anak atau pun pengurusanpindah antarkabupaten danmasih banyaklainnya. [5:  Rancangan Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Nagari Koto Rantang Tahun 2022-2027] 

Namun dari banyaknya keuntungan dari aplikasi sileton Proses administrasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan dan persoalan. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Nagari Koto Rantang menunjukkan bahwa masyarakat masih kerap menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diberikan dari petugas yang terkesan menyulitkan padahal peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan publik. 
Adapun permasalahan-permasalahan lain yg penelititemukan dilapangandalam prosespelayanan yang harusnya bisa di kerjakan dengan waktu yang singkat bisa menjadi membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan terdapat berbagai kendala seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yang bernama ibu Nur beliau mengatakan saat perubahan data ke kantor wali nagari  tidak singkron dengan apa yang ingin beliau rubah hal ini tidak satu dua kali peneliti temukan dilapangan namun ada beberapa masyarakat lain yang merasakan keadaan yang sama saat mendapatkan pelayanan di Nagari Koto Rantang.[footnoteRef:6] [6:  Ibu Nur, Wawancara Pribadi, Nagari Koto Rantang: 15 April 2025] 

Hal ini tentu saja menyebabkan urusan-urusan administrasi masyarakat menjadi terganggu padahal sudah di intuksikan dalam Undang-undang pasal 4 dan pasal 5 Perbup Nomor 23 tahun 2022 namun sampai saat ini masih belum bisa terjalankan dengan sempurna. Dan juga untuk perubahan data masyarakat masih banyak hal-hal yang belum bisa di selesaikan di pemeritahan nagari seperti perubahan nama, perubahan Nomor NIK, dan juga perubahan NIP, tidakbisa terselsaikan secaramandiri dinagari melaikanharus di kirimatau langsungke dukcapil yg adadi LubukBasung.[footnoteRef:7] [7:  Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Layanan Terintegrasi Online] 

Berdasarkan uraian diatas yang telah di dipaparkan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 TentangSitemInformasiLayanan ElektronikTerintegrasi OnlineStudi Kasus NagariKotoRantang.

METODE 

Penelitian ini mengadopsi metode campuran, yakni pendekatan normatif empiris. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer sebagai data utama, serta data sekunder sebagai pelengkap. Sumber data primer diperoleh melauiobservasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku/jurnal. Danartikel. Datayg terkumul dianalisadengan mengunakan teknikanalisa datakualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online di Nagari Koto Rantang
Peraturan Bupati merupakan salah satu jenis regulasi yang ditetapkan sebagai bagian dari sistem perundang-undangan oleh Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) atau untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayah kabupaten yang bersangkutan dan berfungsi untukmengatur halhalteknis dalam penyelengaraan pemeritahan daerah.[footnoteRef:8] [8:  Ecep Nurjamal, Buku Ajar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 43] 

PeraturanBupati termasukdalam kategoriPeraturan Kepala Daerah (Perkada), bersama denganPeraturan Gubernurdan Peraturan WaliKota. MenurutUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peratura Perundangundangan, Perkada merupakanjenis peaturan perundang-undangan yg ditetapkan olehkepala daerah berdasarkankewenangannya dan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[footnoteRef:9] [9:  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Perkada] 

Nagari Koto Rantangmerupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, pemerintah Nagari Koto Rantang dipimpin oleh seorang wali nagari yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.[footnoteRef:10] [10:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Koto Rantang Tahun 2022-2027] 

Dalam pengimplementasikan peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 di Nagari Koto Rantang dimulai sejak awal tahun 2023 dengan membentuk tim pengelola layanan elektronik terintegrasi online, yang mana dalam aplikasi sileton ini memuat berbagai jenis layanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan domisili, Pelaporan data kependudukan seperti ktp dan kk, surat pengantar nikah, pindah kk dan masih banyak lainnya yang dapat membantu masyarakat dalam proses administrasi. Pelaksanaan sistem layanan elektronik ini dilakukan melalui website resmi nagari, sehingga dengan adanya aplikasi sileton di nagari tentu akan mempermudah masyarakat dalam proses administrasi yang awalnya harus langsung pergi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil namun dengan adanya aplikasisileton dinagariKoto Rantangakan mempermuah masyarakatdi NagariKoto Rantang 
Hal ini dijelaskan oleh hasil wawancara yg penuli lakukan dngn waliNagari KotoRantang yaitubapak NovriAguspartaWijayabeliaumenjelaskan bahwa pemerintah Nagari Koto Rantang menyambut baik diterapkannya peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 ini. Karena melalui sistem informasilayanan elektronik terintegrasi online, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat transparan, dan efisien. Terutama untuk pelayanan administrasi. Menurut Bapak Novri sebagai pemerintah Nagari Koto Rantang beliau menyatakan, peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 merupakan upaya pemerintah kabupaten Agam untuk meningkatkan pelayanan publik di nagari dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Dengan adanya aplikasi sileton ini, diharapkan pelayanan administrasi bisa berjalan lebih cepat, mudah dan transparan[footnoteRef:11] [11:  Novri Agusparta Wijaya, Wali Nagari Koto Rantang, Wawancara Pribadi di Nagari Koto Rantang, 30 Mei 2025] 

Pernyataan ini dipertegasoleh operato diNagari KotoRantang yaiu  BapakTomiAlfanas yg menjelakan bahwa aplikasi sileton memang telah diterapkan di Nagari Koto Rantang sesuai yang di edarkan dalam peraturan bupati nomor23 tahun 2022 tentang sistem informasi layanan elektronik terintegrasi online telah diimplementasikan di Nagari Koto Rantang sejak awal tahun 2023, namun ada beberapa hal yang masih belum bisa di terapkan di Nagari Koto Rantang seperti pencetakan untuk proses administrasi, di Nagari Koto Rantang hanya bisa membantu membuat dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat, dikarenakan untuk dana pencetakan, pemerintah nagari masih belum bisa menyediakan hal tersebut. Selain itu juga ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 ini seperti perubahan nomor nik yang masih belum bisa dilakukan di nagari koto rantang, keterbatasan jaringan internet dan terkadang ada gangguan teknis pada sistem yg membuatproses pelayaan tergangu.[footnoteRef:12] [12:  Tomi Alfanas, Operator Nagari Koto Rantang, Wawancara Pribadi di Nagari Koto Rantang, 30 Mei 2025] 

Peraturan Bupati Agam Nomor 23 tahun 2022 telah di implementasikan di Nagari koto rantang sejak awal tahun 2023 namun dalam prosesnya terdapat beberapa kendala yang masih belum bisa diatasi oleh pemerintah nagari, seperti dana pencetakan masih belum bisa di sediakan oleh pemerintah nagari, karena pemerintah nagari belum bisa mengeluarkan angkaran untuk hal tersebut, dikarenakan pendapatan nagari yang belum memadai. untuk kendala dalam pengimplementasikan peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 pemerintah nagari masih berusaha sebaik mungkin untuk mencari solusi terhadap kendala tersebut, agar proses pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan sebaik mungkin.[footnoteRef:13] [13:  Novri Agusparta Wijaya, Wali Nagari Koto Rantang, Wawancara Pribadi di Nagari Koto Rantang, 30 Mei 2025] 

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pemerintah Nagari Koto Rantang masih berusaha sebaik mungkin dalam mengimplementasikan peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 agar masyarakat di Nagari Koto Rantang dalam proses pelayanannya dapat dilayankan sebaik mungkin.
Respon masyarakat terhadap layanan ini cukup positif karena mereka lebih mudah dan cepat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Meski begitu, masih ada Sebagian dari masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai layanan ini, dan Sebagian masyarakat masih belum familiar dengan teknologi digital. Meski begitu pemerintah Nagari Koto Rantang akan terus melakukan sosialisasi dan memperkenalkan layanan ini kepada masyarakat.[footnoteRef:14] [14:  Tomi Alfanas, Operator Nagari Koto Rantang, Wawancara Pribadi di Nagari Koto Rantang, 30 Mei 2025] 

Pandangan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Sistem Informasi Layanan Elektronik Terintegrasi Online
Dalam fiqh siyasah, arah kebijakan pemerintahan cenderung menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, serta menghindari berbagai bentuk kerusakan atau kemudaratan. [footnoteRef:15]Siyasah ialah konsepmengatur kesejahteran umatmanusia sesuaidengan prinsipprinsip syarakonsep ini sejalan dengan tujuan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 yaitu tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memudahkan masyarakat dari segi pelayanan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat nagari. Prinsip-Prinsip negara berdasarkan Syara yang merupakan prinsip yang mengacu kepada ajaran-ajaran Syariah yang sudah jelas. Salah satu dari prinsip tersebut adalah Kemerdekaan, kemerdekaan disini berarti mencangkup kebebasan berpendapat, bergerak, berusaha, Selain mendorong pengembangan diri dan inovasi, fiqh siyasah juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat Islam. Hal ini tercermin dari kemampuannya dalam memikirkan, merancang, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara umum.  [15:  Irwansyah, Prinsip-Prinsip Figh Siyasah, Jurnal Cerdas Hukum, Vol, 2, No 1, 2023, 69] 

Sebuah pemerintaan yg dijalanan tentujelas memerlukankonsep yang ditawarkan dalam figh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah yang bersadarkan kemaslahatan, tentu akan sangat sulit umat Islam dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, karna didalam fiqhsiyasah terdapat hal-hal yg bisamenjamim umatIslam dari halhal yg bisamerugikan diriya. Fiqhsiyasah dapatdiibaratkan sebagaiakar sebuahpohon ygdapatdinikmati umatIslamsecara khusus maupun umat lainnya secara umum.
Adapun objek yg menjadi kajian FikihSiyasah ialah apa saja yang berhubungan dengan negara dan rakyatnya. Ruang lingkup Fiqih Siyasah adalah salah satunya mengenai peraturan-undangan atau yang disebut siyasah Dusturiyah. Adapun bagiannya adalah Siyasah Tanfidziyah yg merupakanlembaga pelaksanaUndang-undang yg dibuatatau bagaimanapenerapan undang-undang yang dibuat di lapangan.[footnoteRef:16] [16:  Suyuti Pulungan, FikihSiyasah: Ajaran, Sejarah,danPemikiran, (Jakarta: RajawaliPers, 1997), 26] 

Siyasah Tanfidziyah merupakan bentuk siyasah yang berfokus pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Aspek ini mencakup evaluasi terhadap sejauh mana undang-undang yang disusun oleh lembaga berwenang telah dijalankan secara efektif, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam implementasinya di lapangan. Siyasah Tanfidziyah merujuk pada lembaga pelaksana undang-undang, yang dalam sistem pemerintahan dikenal sebagai lembaga eksekutif.[footnoteRef:17] [17:  AdindaRezaNovita, dkk, Implementasi Pasal 9 Purwako No43 Tahun 2021TentangPeran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bandar Lampung Perspektif Siyasah Tanfiziah, 82] 

Pemimpin dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksankan agar bisa mewujudkan pemerintahan yang efektif. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menegakkan dan membela hakhak rakyatserta mewujudkan hak-hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip fiqih siyasah yang mana tujuan dari adanya sebuah peraturan adalah untuk kemaslahatan umat, maka pemimpin harus melaksanakan kewajiban untuk tercapainya kemaslahatan umat.
Menurut perspektif fiqh siyasah tanfidziahterkait dengn Implementai Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang sistem informasilayanan terintegrasi online sudah sejalan dengan prinsip keIslaman. Dimana dalam hal ini pemerintah nagari Koto Rantang dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 masih berdasarkan kemaslahatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan melayani masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Nagari Koto Rantang, pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dinilai sebagai bentuk kontribusi pemerintah nagari dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan asas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemerintah Nagari Koto Rantang turut serta menjadi pelaksana kebijakan daerah, maka secara fiqh siyasah tanfiziah hal ini merupakan bentuk legitimasi pelaksanaan hukum yang sesuai dengan maqashid Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan bupati nomor 23 tahun 2022 di Nagari Koto Rantang dapat dinilai sebagai bagian dari aktualisasi kebijakan publik dalam bingkai syariat, sepanjang implementasi yang dilakukan pemerintah dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang Amanah.


KESIMPULAN

Penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentag Sistem Informasi Layanan Terintegasi Online di Nagari Koto Rantang, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pelaksanaan sistem informasi layanan terintegrasi online di Nagari Koto Rantang telah berjalan cukup baik, dengan adanya upaya dari pemerintah nagari dalam menerapkan layanan digital sesuai ketentuan peraturan bupati. Beberapa layanan administrasi nagari sudah dapat diakses secara online, sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan. Penerapan aplikasi Sileton memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik di Nagari Koto Rantang, khususnya dalam hal kecepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan nigari. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, belum optimalnya kompetensi aparatur nagari dalam mengoperasikan sistem, serta rendahnya tingkat pemanfaatan layanan online oleh masyarakat karena masih terbiasa dengan layanan konvensional.
2. Tinjauan fiqhsiyasah tanfiziyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang sistem layanan elektronik terintegrasi online di Nagari Koto Rantang menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah mencerminkan tanggung jawab pemerintah nagari sebagai pelaksana peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fiqh siyasah tanfiziyah, pemerintah di Nagari Cupak telah bertugas menjalankan hukum demi kemaslahatan umum, keadilan, dan amanah. Pemerintah Nagari Koto Rantang telah berupaya menerapkan layanan digital sebagai bentuk pelaksanaan amanah tersebut. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya kompetensi aparatur dalam pengoperasian sistem, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan online oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip sudah sejalan dengan fiqh siyasah tanfiziyah, namun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan belum dapat terlaksana secara maksimal karena adanya hambatan struktural dan kultural yang di hadapi dalam menjalankan program tersebut
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